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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat sertifikasi 

tanah wakaf di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang berpotensi 

menimbulkan kerawanan hukum terhadap aset wakaf. Dari total 114 bidang tanah 

wakaf, sebanyak 69 bidang belum memiliki sertifikat resmi sehingga belum 

memperoleh kepastian hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan 

pentingnya peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam memberikan perlindungan hukum melalui proses 

sertifikasi tanah wakaf. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KUA dalam proses 

sertifikasi tanah wakaf serta faktor-faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaannya di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan 

dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki peran penting dalam 

proses sertifikasi tanah wakaf, meliputi pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), 

pembinaan kepada nazhir, pendampingan administrasi, serta koordinasi dengan 

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Faktor pendukung dalam pelaksanaan 

sertifikasi tanah wakaf meliputi adanya regulasi yang jelas, kerja sama 

antarinstansi, serta komitmen aparat KUA dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya kesadaran 

masyarakat, kurangnya kelengkapan administrasi, serta keterbatasan pemahaman 

mengenai hukum wakaf. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, 

pendampingan, dan koordinasi antarinstansi agar proses sertifikasi tanah wakaf 

dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

bagi keberlangsungan aset wakaf. 

  


